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TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH I(ABUPATEN NATUNA

Menimbang i a.

BUPATI NATUNA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7
mengamanatkan bahwa dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan barang milik daerah yang
benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan perlu
melaksanakan sensus setiap lima tahun sekali;

bahwa agar pelaksanaan sensus barang milik daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat
berjalan lancar, akurat dan akuntabel, perlu men5rusun
Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Sensus Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578)'1'
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Rencana Indonesia Nomor aS93);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keda
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OOT
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOZ
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL4
Nomor 7 );

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahaun
2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

McNetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna,
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Natuna.
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5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Natuna.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Natuna.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah Pembantu
Pengelola Barang Milik Daerah.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah
kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna selaku Pengguna Barang yang selanjutnya
disebut Pengguna.

Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja pada OPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna selaku
Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut
Kuasa Pengguna,

Pengurus Barang Milik Daerah selanjutnya iisebut
Pengurus Barang adalah Pejabat danlatau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas pengurus
barang.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah
pada pengguna barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah
pada Pengguna Barang.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Sensus Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan
pencatatan semua barang milik/dikuasai Pemerintah
Kabupaten Natuna baik BMD maupun BMN yang
sudah dihibahkan atau dipinjampakaikan kepada
daerah untuk mendapatkan data barang dan
pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan
dapat dipertanggungj awabkan.
Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB
adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris
secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi dat
asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan
data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan
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(1)

(2)

untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan
dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

18. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat
KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris yang ada dalam ruangan.

19. Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI adalah
himpunan catatan data teknis dan administrasi yang
diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai
hasil sensus di masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja.

20. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII
adalah gabungan /kompilasi dari buku inventaris.

2L. Rekapitulasi Buku Inventaris adalah rekapitulasi
barang inventaris menurut golongan, kode bidang
barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk teknis bagi
pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
T\rjuan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah adalah
untuk ;

a. mewujudkan tertib administrasi pengeloiaan barang
daerah;

b. memperoleh data barang daerah yang benar, akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. memperoleh data barang daerah secara lengkap, baik
mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi,
maupun harga/nilai dari setiap barang daerah;

d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna
serta memberikan jaminan pengamanan dan
penghematan terhadap penggunaan barang daerah;
dan

e. mendukung perencanaan kebutuhan
pemeliharaan Barang Milik Daerah.

dan

Pasal 3

Pelaksanaan sensus barang milik daerah dilaksanakan sesuai
dengan asas :

a. keseragaman yaitu adanya kesamaan seluruh SKPD dan
unit kerja dalam melaksanakan sensus barang ;

b. fleksibilitas yaitu dilaksananakan terhadap seluruh barang
dan menampung semua data barang yang diperlukan serta
dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas;
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efisiensi dan efektifitas yaitu menghemat bahan dan
peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk
mencapai sasaran yang diharapkan;
kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar
inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan,
pengendalian, pemanfaatan, serta pengamanan barang
daerah; dan
kepercayaan yaitu data dan informasi hasil sensus barang
oleh OPD/unit kerja telah diyakini benar, akurat dan dapat
dipertanggungj awabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KONDISI BARANG MILIK DAERAH

Ruang Lingkup
Pasal 4

(1) Ruang lingkup Sensus Barang Milik Daerah meliputi :

a. barang Milik Daerah; dan
b. barang Milik Negara yang digunakan oleh pemerintah

daerah; dan
c. barang yang berasal dari perolehan lainnya.

(2) Ruang lingkup Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk persediaan.

Kondisi Barang Milik Daerah
Pasal 5

(1) Kondisi Barang Milik Daerah dikelompokan atas baik, rusak
ringan dan rusak berat.

(2) Kriteria kondisi Barang Milik Daerah yang dimaksud dalam
ayat (1) meliputi :

1. Barang Bergerak
a. Baik (B)

Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan
utuh dan berfungsi dengan baik.

b, Rusak Ringah (RR)

Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan
utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi
dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak
memerlukan
pokok.

penggantian bagian utama/komponen

c. Rusak Berat (RB)

Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak
berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan

c.

d.

e.
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besar/penggantian bagian utama/komponen pokok,
sehingga tidak ekonomis untuk diadakan
perbaikan / rehabilitasi.

2. Barang Tak Bergerak
a.Tanah

1. Baik (B)

Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan
dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab
tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan
masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya
pengeringan, pengurungan, perataan dan pemadataan)
untuk dapat
peruntukannya.

3. Rusak Berat (RB)

dipergunakan sesuai dengan

Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi
dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya karena adanya bencana aiam, erosi dan
sebagainya.

b. Bangunan
1. Baik (B)

Apabila kondisi bangunan tanah tersebut siap
dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya.

2. Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab
tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan
masih memerlukan pengolah an f perlakuan (misalnya
pengeringan, pengurungan, perataan dan pemadataan)
untuk dapat dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya.

3. Rusak Berat (RB)

Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi
dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan
sebagainya.

c. Jalan dan Jembatan

1. Baik (B)

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan
utuh dan berfungsi dengan baik

2). Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan
utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk
dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

3). Rusak Berat (RB)
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Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan
tidak
utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan
perbaikan dengan biaya besar.

Pasal 6

(1) Tim Teknis Sensus Barang Milik Daerah melaksanakan sensus
barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna.

(2) Pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. mencermati, meneliti dan mengoreksi KIB A, KIB B, KIB C,
KIB D, KIB E dan KIB F;

b. mengisi KIR;
c. menyusun Buku Inventaris;
d. menyusun Rekapitulasi Buku Inventaris; dan
e. melaporkan pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah

kepada Pengelola Barang Melalui Pembantu Pengelola.

(3) Rincian tugas pelaksanaan Sensus Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan penggolongan Barang Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Contoh formulir blangko Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) serta tata cara pengisiannya
sebagaimana dimaksud pada (2) sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) Berita Acara Sunsus Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN METODE

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
metode pencacahan atau pencatatan seluruh barang inventaris
sesuai kondisi yang sebenarnya dan pencocokan dengan data
inventaris per 31 Desember 2016 sebagai data pembanding.

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Tim Sensus ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola.

Pasal 8

Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dari
sampai dengan penyusunan Buku Induk

mulai persiapan
Inventaris ini

ilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.



BAB V

BARANG TIDAK DITEMUKAN DAN BARANG TEMUAN BARU

Barang Tidak Ditemukan
Pasal 9

(1) Apabila dalam pelaksaan sensus BMD terdapat Barang Milik
Daerah (BMD) yang tidak ditemukan fisik atau keberadaanya, maka
Ketua Tim Sensus melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah melaporkan hasil sensus sebagaimana
dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah.

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
menyampaikan Laporan Hasil Sensus sebagaimana dimaksud pada
pasal (1) kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna untuk
ditindaklanjuti dalam hal perhitungan jika terdapat Tuntutan Gati
Rugi (TGR) atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan fisik
atau keberadaannya.

Barang Temuan Baru
Pasal 10

(1) Apabila dalam pelaksaan sensus BMD terdapat Barang Milik
Daerah (BMD) yang tidak ditemukan baru di lapangan namun
belum tercatat dalam Buku Inventaris (BI) maupun Kartu Inventaris
Barang (KIB) pada Pengguna OPD atau pada pengelola, maka Ketua
Tim Sensus mengusulkan Laporan Rekapitulasi Barang Temuan
Baru sebagaimana dimaksud kepada Sekretaris Deerah selaku
Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
menyampaikan Laporan Hasil Sensus sebagaimana dimaksud pada
pasal (1) kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan sebagai Laporan
Hasil Sensus BMD yang akan dilakukan Appraisal guna
menentukan nilai perolehan masing-masing BMD tersebut.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai
pada tanggal fi r{rt( At(
SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN NATUNA,

I(ABUPATEN NATUNA TAIIUN zagNOMOR t2
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR I tE TAVuu sttt
TANGGAL , [., d?n,( 2{17 

r

PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

I. RINCIAN TUGAS
Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Sensus
Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
dengan rincian tugas sebagai berikut :

A. Pelaksaan di Sekretariat Daerah
Seluruh Kuasa Pengguna di Sekretariat Daerah melakukan :

1. Penyiapan KIB A sampai KIB F per 31 Desember 2016.
2. Pendataan ruangan di masing-masing Unit Kerja, kemudian data

ruangan tersebut disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk
dikompilasi dan dimasukan ke dalam Aplikasi Sistem Manajemen
Barang Daerah.

3. Pencacahan barang inventaris Unit Kerja menurrrt ruangan
masing-masing, dengan mengisi Formulir KIR berdasarkan letak
rurang.

4. Meneliti, mencocokkan dan mengoreksi data barang inventaris
berdasarkan KIB per 31 Desember 2016 dengan hasil pencacahan
barang yang sebenarnya.

5. Mengisi KIB dan KIR sesuai data barang yang ada di masing-
masing Bagian Sekretariat Daerah.

6. Men5rusun Buku Inventaris yang berada di Kuasa pengguna,
masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu[ dan
lembar 2 (dua) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu
pengelola, serta lembar 3 (tiga) disimpan oleh Kuasa pengguna.

7. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa pengguna
di seluruh Bagian di tingkup Sekretariat Daerah, menjadi Buku
Inventaris Sekretariat Daerah dan dibuat rekapitulasinya. Buku
Inventaris dan rekapitulasinya tersebut dibuat masing-masing
dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) disampaikan kepada
pengelola melalui pembantu pengelola, serta lembar 2 (dua)
disimpan di Sekretariat Daerah.

8. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang sudah diserah terimakan
kepada Pemerintah Daerah dan sudah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima Hibah maka dicatat dalam Buku Inventaris
Barang Milik Daerah.

9. Barang Milik Negara (BMN) yang sudah diserah terimakan kepada
Pemerintah Daerah dan sudah dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima Hibah maka dicatat dalam Buku Inventaris Barang
Milik Daerah.

B. Pelaksanaan di oPD/unit Kerja Selaku pengguna/Kuasa pengguna
seluruh Pengguna Barang/ Kuasa pengguna Barang melakukan :

1 p*ftaFttoonD
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Penyiapan KIB A sampai KIB F per 31 Desember 2016.



B. Pelaksanaan di OPD/Unit Kerja Selaku Pengguna/Kuasa Pengguna
Seluruh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan :

1. Penyiapan KIB A sampai KIB F per 31 Desember 20L6.
2. Pendataan ruangan di masing-masing Unit Kerja, kemudian data

ruangan tersebut disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk
dikompilasi dan dimasukan ke dalam Aplikasi Sistem Manajemen
Barang Daerah.
Pencacahan barang inventaris OPD/Unit Kerja menurut ruangan
masing-masing, dengan mengisi Formulir KIR berdasarkan letak
ruang.
Meneliti, mencocokkan dan mengoreksi data barang inventaris
berdasarkan KIB per 31 Desember 2016 dengan hasil pencacahan
barang yang sebenarnya.
Mengisi KIB dan KIR sesuai data barang yang ada di masing-
masing OPD dan Unit Kerja.
Menyusun Buku Inventaris yang berada di Pengguna/Kuasa
Pengguna, masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1

(satu) dan lembar 2 (dua) disampaikan kepada pengelola melalui
pembantu pengelola dan . lembar 2 (dua) disimpan oleh
Pengguna/ Kuasa Pengguna.
Bagian Sekretariat Dinas/Badan pada OPD menggabungkan
semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna Barang di
lingkungannya termasuk Buku Inventaris Pengguna Barang/OPD
yang bersangkutan, menjadi Buku Inventaris SKPD dan dibuat
rekapitulasinya. Buku Inventaris dan'rekapitulasinya tersebut
dibuat masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu)
disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, dan
lembar 2 (dua) disimpan di OPD,

8. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang sudah diserah terimakan
kepada Pemerintah Daerah dan sudah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima Hibah maka dicatat dalam Buku Inventaris
Barang Milik Daerah.

9. Barang Milik Negara (BMN) yang sudah diserah terimakan kepada
Pemerintah Daerah dan sudah dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima Hibah maka dicatat dalam Buku Inventaris Barang
Milik Daerah.

C. Pelaksanaan di Pengelola/Pembantu Pengelola :

1. Pengelola/Pembantu Pengelola menerima :

a. Buku Inventaris (BI) dari sekretariat Daerah,dan
b. Buku Inventaris (BI) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(oPD).
2. BI dikompilasi oleh pembantu pengelola sebagai pusat

inventarisasi Barang.
a. Buku Induk Inventaris (BII)
b. Daftar Rekapitulasi Inventaris

II. PENGGOLONGAN BARANG MILIK DAERAH

Penggolongan Barang Milik Daerah dibagi menjadi 6 (enam) yaitu :

A. Tanah
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun
Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah
Tandus/ Rusak, Tanah Alang-aiang dan Padang Rumput, Tanah

3.

4.

5.

6.

7.
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B.

Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan,
Tanah Badan Jalan dan Lain-lain jenisnya.

Peralatan dan Mesin
1. Alat-alat Besar

Alat-alat Besar Darat, A1at-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu dan
Lain-lain sejenisnya.

2. Alat-alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung Tak
Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan Lain-lain sejenisnya.

3. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor dan Lain-lain
sejenisnya.

4. Alat-alat Pertanian/ Peternakan
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan
Tanaman/Pasca Penyimpanan dan Lain-lain sejenisnya.

5. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Lain-lain sejenisnya.

6. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio, Alat Komunikasi dan Lain-lain sejenisnya.

7. Alat-alat Kedokteran
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran
Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata,
Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan Lain-lain
sejenisnya.

8. Alat-alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium, Alat PeragalPraktik Sekolah dan Lain-
lain sejenisnya.

9. Alat-alat Keamanan
Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata
Sinar dan Lain-lain sejenisnya.

Gedung dan Bangunan
1. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan
Gudang, Bangunan Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung
Tempat Ibadah, Rumah Tempat f inggal dan Gedung lain yang
sejenisnya.

2. Bangunan Monumen
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan
Lain-lain sejenisnya.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
1. Jalan dan Jembatan

Jalan, Jembatan, Terowongan dan Lain-lain sejenisnya,
Bangunan Air/Irigasi
Bangunan Air lrigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air
Pengembangan Rawa, Bangunan Air Pengaman Surya dan
Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor, dan
Bangunan Air Lain yang sejenisnya.

C.

D.

2.
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3. Instalasi

Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kantor, Instalasi Pengolahan
Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi
Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan Lain-lain
sejenisnya,

4. Jaringan
Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon dan Lain-
lain sejenisnya.

E. Aset Tetap Lainnya
1. Buku dan Perpustakaan

Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu
Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan
Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olahraga, Geografi, Biografi, sejarah
dan Lain-lain sejenisnya.

2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan
Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan Lain-
lain sejenisnya.

3. Hewan/Ternak dan Tanaman
Hewan seperti Binatang Ternak, 13ir-ratang Unggas, Binatang
Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan Lain-lain
sejenisnya.

4. Aset Renovasi

F. Konstruksi Dalam Pekerjaan
1. Gedung dan Bangunan
2. Jalan,Irigasi dan Jaringan

III. I{ARTU INVENTARIS BARANG

1. KIB A. TANAH

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari 14 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

Nomor urut pencatatan.
Jenis Barang /Nama Barang.
Pada Kolom 2 diisi dct'tg:in jelas jenis barang
sesuai dengan kode barang.
Nomor Kode Barang, diisi sesuai nama kode
barang yang bersangkutan.
Nomor Register.
Pada kolom 3 diisi berdasarkan jumlah per unit
barang yang bersangkutan.
Luas Tanah dalam M2.
Tahun Pengadaan.
Letak I Alamat
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Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

lokasi dari tanah tersebut.
Status Tanah Hak.
Pada kolom 8 diisi Hak Pakai atau Hak
pengelolaan. Yang dimaksud dengan Hak Pakai
adalah apabila tanah tersebut dipergunakan
langsung menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan.
Tanggal Sertifikat.
Pada kolom 9 diisi tanggal dikeluarkannya
sertifikat dari tanah tersebut.
Nomor Sertifikat.
Pada kolom 10 diisi nomor sertifikat dari tanah
tersebut.
Penggunaan.
Pada kolom 11 diisi peruntukan dari tanah
tersebut.
Asal-Usul.
Pada kolom 12 diisi asal-usul perolehan barang
tersebut, misalnya pcrr;be1ian, hibah dan
sebagainya.
Harga.
Pada kolom 13 diisi nilai pcmbelian dari tanah
tersebut apabila berasal dari sumbangan/hibah
dan sebagainya.
Keterangan.
Pada kolom 14 diisi kclcr:rngan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan tanah
tersebut.

2. KIB B. PERALATAN DAN MESIN

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVNN'l'ARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Nomor urut pencatatan.
Nomor Kode Barang, diisi scsuai dengan nama
aset yang diinput.
Nama Barang/Jenis Barang, diisi dengan jelas
jenis barang sesuai dengar-i kode barang.
Nomor Register, diisi sesuai jumlah per unit
barang.
Merk/Tlrpe.
Pada kolom 5 diisi denga.n mcrk dan type atas
barang yang bersangkutan.
Ukuran/cc
Pada kolom 6 diisi dcngiii-r ul<uran atau cc atas
barang yang bersangl<utan.
Bahan
Pada kolom 7 diisi dengan bahan apa barang
yang bersangkutern dil-.,uli',, iipabila bahan yang
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Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

Kolom 15

Kolom 16

digunakan lebih dari 1 (satu) macam, maka diisi
bahan yang paling banyak digunakan.
Tahun Pembelian.
Pada kolom 8 diisi dengan tahun pembelian dari
barang yang bersangkutan, apabila tidak
diketahui tahun pembeliannya maka diisi
dengan tahun penerimaannya/mulai
pemakaiannya.
Nomor Pabrik.
Pada kolom 9 diisi nomor pabrik barang yang
bersangkutan.
Nomor Rangka.
Pada kolom 10 diisi nomor rangkaf chasis alat
angkutan yang bersangkutan.
Nomor Mesin.
Pada kolom 11 diisi nomor mesin alat angkutan
yang bersangkutan, nomor ini dapat dilihat pada
faktur/kuitansi pembelian atas alat angkutan
yang bersangkutan.
Nomor Polisi.
Pada kolom 12 diisi nomor polisi alat angkutan
yang bersangkutan.
Nomor BPKB
Pada ko1om13 diisi dengan nomor BPKB alat
angkutanyang bersangkutan.
Asal-Usul I Cara Perolehan.
Pada kolom 14 diisi asal-usul perolehan barang
tersebut, misalnya pembelian, hibah dan
sebagainya.
Harga.
Pada kolom 15 diisi harga barang yang
bersangkutan berdasarkan faktur/kuitansi
pembelian apabila barang yang bersangkutan
berasal dari pembelian.
Apabila barang yang bersangkutan berasal dari
sumbangan/hibah diisi berdasarkan harga yang
tertuang pada Berita Acara Serah Terima
Barang.
Keterangan.
Pada kolom 16 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan barang
yang bersangkutan.

setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala organisasi
Perangkat Daerah/ UPTD.

3. KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG
DAN BANGUNAN
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Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10- 1 1

Kolom 12

Kolom 13

Nomor urut pencatatan.
Nama Barang/Jenis Barang.
Pada Kolom 2 diisi dengan jelas jenis Gedung
/monumen sesuai dengan kode barang.
Pengisian tentang Gedung diartikan sebagai
bangunan yang berdiri sendiri atau dapat pula
merupakan suatu kesatuan dengan nama aset
yang dipisahkan.
Nomor Kode Barang.
Pada Kolom 3 diisi dengan jelas jenis Gedung dan
Bangunan sesuai dengan kode barang.
Nomor Register, nomor register diisi dengan
dengan jumlah per unit barang.
Kondisi Bangunan.
Pada kolom 5 diisi dengan kondisi fisik dari
bangunan gedung/bangunan monumen pada
saat pelaksanaan sensus barang milik daeah.
Kontruksi Bertingkat/Tidak.
Pada kolom 6 diisi "Bertingkat" apabila bangunan
tersebut bertingkat, sebaliknya jika tidak
bertingkat diisi "Tidak".
Kontruksi Beton/Tidak.
Pada kolom 6 diisi "Beton" apabila bangunan
tersebut seluruhnyaberkontruksi beton,
sebaliknya apabila tidak berkontruksi beton
maka diisi "Tidak".
Luas Lantai (M2).
Pada kolom 8 diisi dengan luas bangunan yang
bersangkutan dengan bilangan bulat.
Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas
teras, dan untuk gedung bertingkat dihitung dari
luas lantai satu dan dijumlah dengan luas lantai
bertingkat berikutnya.
LetaklLokasi Alamat.
Pada kolom 9 diisi letak/lokasi alamat lengkap
dari bangunan yang bersangkutan.
Dokumen Gedung.
Dokumen Gedung dapat berupa surat-sutat
kepemilikan, seperti sertifikat tanah atas
bangunan yang bersangkutan, surat rjin
bangunan dan sebagainya.
Pada kolom 10 diisi tanggal dikeluarkannya
dokumen tersebut, sedangkan pada kolom 11
diisikan nomor dokumen.
Luas Tanah (M2).
Pada kolom 12 diisi luas dari tanah dimana
bangunan yang bersangkutan berdiri dengan
ukuran M2.
Kalau memang ada batas maka bisa digunakan
sebagai dasar perhitungan luas tanah dimana
bangunan yang bersangkutan berdiri.
Status Tanah.
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Pada kolom 13 diisi dengan status tanah dimana
bangunan yang bersangkutan berdiri, dapat
berupa:
a. Tanah Milik Pemda.
b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara)

c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum
adat).

d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan
atau Badan Hukum) berupa Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan).

Nomor KodeTanah.
Pada kolom 15 diisi nomor Kode Tanah.
Asal Usul.
Pada kolom 16 diisi asal usul perolehan dari
bangunan tersebut.
Dalam hal bangunan yang dibiayai dari beberapa
sumber anggaran, dicatat sebagai milik
komponen pemilihan pokok, misalnya bangunan
Pemda dibantu APBN maka statusnya tetap
dicatat sebagai milik Pemda.
Harga.
Pada kolom 14 diisi harga yang sebenarnya
untuk bangunan gedung/ monumen tersebut.

Keterangan.
Pada kolom 17 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan bangunan
yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah/UPTD.

4. KIB D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari L7 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 14

Kolom 15

Kolom 16

Kolom 17

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Nomor urut pencatatan.
Nama Barang I Jenis Barang.
Pada Kolom 2 diisi dengan jelas jenis Jalan,
Irigasi dan Jaringan sesuai dengan kode barang.
Nomor Kode Barang.
Pada Kolom 3 diisi dengan jelas jenis Jalan,
Irigasi dan Jaringan sesuai dengan kode barang.
Nomor Register, nomor register diisi dengan
dengan jumlah per unit barang.
Konstruksi.
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Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10- 1 1

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

Kolom 15

Kolom 16

Pada kolom 5 diisi dengan kontruksi dari jalan,
irigasi dan jaringan. Misalnya : aspal, beton, dan
sebagainya.
Panjang (Km).
Pada kolom 6 diisi panjang jalan, irigasi dan
jaringan.
Lebar (M).
Pada kolom 7 diisi lebar dari jalan, irigasi dan
jaringan.
Luas (M2).
Pada kolom 8 diisi dengan luas jalan, irigasi dan
jaringan.

LetaklLokasi.
Pada kolom 9 diisi letak/lokasi dari jalan, irigasi
dan jaringa yang bersangkutan.
Dokumen Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dokumen Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat
berupa surat-surat kepemilikan, seperti sertifikat
tanah atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang
bersangkutan dan sebagainya.
Pada kolom 10 diisi tanggal dikeluarkannya
dokumen tersebut, sedangkan pada kolom 11
diisikan nomor dokumen.
Status Tanah (M2).
Pada kolom 12 diisi dengan status tanah dimana
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersangkutan
berdiri, dapat berupa :

a. Tanah Milik Pemda.
b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara)
c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum

adat).
d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan

atau Badan Hukum) berupa Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan).

Nomor Kode Tanah.
Pada kolom 13 diisikan nomor Kode Tanah.
Asal Usul.
Pada kolom 16 diisi asal usul perolehan dari
Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dalam hal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang
dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat
sebagai milik komponen pemilihan pokok,
misalnya bangunan Pemda dibantu APBN maka
statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.
Harga.
Pada kolom 15 diisi harga yang sebenarnya
untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.
Kondisi.
Pada kolom 16 diisi kondisi fisik dari Jalan,
Irigasi dan Jaringan pada saat pelaksanaan
sensus barang milik daerah.
Kondisi fisik bisa dalam keadaan baik, kurang
baik, dan rusak berat.
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Kolom 17 : Keterangan.
Pada kolom 17 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan Jalan,
Irigasi dan Jaringan yang bersangkutan.

setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala organisasi
Perangkat Daerah/ UPTD.

5. KIB E. ASET TETAP LAINNYA

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET
TETAP LAINNYA

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5-6

Kolom 7-9

Kolom 1O-11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

Kolom 15

Kolom 16

Nomor urut pencatatan.
Nama Barangl Jenis Barang.
Pada Kolom 2 diisi dengan jelas jenis Aset Tetap
Lainnya sesuai dengan kode barang.
Nomor Kode Barang.
Pada Kolom 3 diisi dengan jelas jenis jenis Aset
Tetap Lainnya sesuai dengan kode barang.
Nomor Register, nomor register diisi dengan
dengan jumlah per unit barang.
Buku/Perpustakaan.
Pada kolom 5 diisi Judul/Pencipta Buku.
Pada kolom 6 diisi Spesifikasi.
Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.
Pada kolom 7 diisi mengenai asal daerah.
Pada kolom 8 diisi nama pencipta.
Pada kolom 9 diisi bahan.
Hewan/Ternak dan T\rmbuhan.
Pada kolom 10 diisi jenis hewan/ternak dan
tumbuhan
Pada kolom 11 diisi ukuran (kg,cm,m, dan
sebagainya)
Jumlah.
Pada kolom 12 diisi jumlah barang.
Tahun Cetak/ Pembelian.
Pada kolom 13 diisi tahun cetak/pembelian.
Asal Usul.
Pada kolom 16 diisi asal usul perolehan dari aset
yang bersangkutan.
Harga.
Pada kolom 15 diisi harga barang yang
bersangkutan berdasarkan faktur/kwitansi
pembelian apabila barang yang bersangkutan
berasal dari pembelian/nilai perolehan.
Keterangan.
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Pada kolom 16 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan aset yang
bersangkutan.

setelah diisi selumhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala organisasi
Perangkat Daerah/ UPTD.

6. KIB F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi sesuai dengan
nama OPD/unit kerja.
KIB ini terdiri dari 15 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4-5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8-9

Kolom 1O

Kolom 11

Nomor urut pencatatan.
Nama Barangl Jenis Barang.
Pada Kolom 2 diisi dengan jelas jenis Aset Tetap
Lainnya sesuai dengan kode barang.
Bangunan.
Pada Kolom 3 diisi dengan jenis bangunan
apakah permanen, semi permanen, atau darurat.
Konstrrrksi Bangunan.
Pada kolom 4 diisi konstruksi bangunan
bertingkat atau tidak bertingkat.
Pada kolom 5 diisi konstruksi bangunan beton
atau tidak.
Luas (M'), diisi luas dari Konstruksi Dalam
Pekerjaan.
LetaklLokasi Alamat.
Pada kolom 7 diisi dengan letaklalamat lengkap
lokasi dari konstruksi dalam pekerjaan yang
bersangkutan.
Dokumen Kontruksi Dalam Pekerjaan.
Dokumen Konstruksi Dalam Pekerjaan dapat
berupa surat-surat kepemilikan, seperti sertifikat
tanah atas Konstruksi Dalam Pekerjaan yang
bersangkutan, dan sebagainya.
Pada kolom 8 diisikan tanggal dikeluarkannya
dokumen tersebut, sedangkan pada kolom 9
diisikan nomor dokumen.
Tanggal, Bulan, Tahun mulai.
Pada kolom 10 diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun
dimulainya dibangun Konstruksi Dalam
Pekerjaan yang bersangkutan.
Status Tanah.
Pada kolom 11 diisi dengan status tanah dimana
Konstruksi Dalam Pekerjaan yang bersangkutan
berdiri, dapat berupa :

a. Tanah Milik Pemda.
b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara)
c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum
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adat).
d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan

atau Badan Hukum) berupa Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan).

Kolom 12 : Nomor Kode Tanah, diisi Nomor Kode Tanah.
Asal Usul Pembiayaan.
Pada kolom 13 diisi asal usul pembiayaan atas
Konstruksi Dalam Pekerjaan yang bersangkutan.
Nilai Kontrak.
Pada kolom 14 diisi dengan nilai kontrak atas
Konstruksi Dalam Pekerjaan.
Keterangan.
Pada kolom 15 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan aset yang
bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah/ UPTD.

7. KIR

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

Pada KIR ini terlebih dahulu diisikan Unit Kerja, KabupatenfKota,
Provinsi dan Nama Ruangan. Sedangkan Nomor Kode Lokasi sesuai
dengan nama Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Kolom 13

Kolom 14

Kolom 15

KIR ini terdiri d
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

ari 15 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Nomor urut pencatatan.
Nama Barang/ Jenis Barang.
Pada Kolom 2 diisi dengan jelas jenis Aset Tetap
Lainnya sesuai dengan kode barang.
Merk / Model.
Pada Kolom 3 diisi merk atau model atas barang
yang bersangkutan.

Nomor Seri Pabrik.
Pada kolom 4 diisi nomor seri pabrik atas barang
yang bersangkutan. Kalau bukan buatan pabrik
dikosongkan/ disetrip (-).
Ukuran.
Pada kolom 5 diisi ukuran, yang tentunya untuk
tiap jenis barang yang berbeda.
Bahan.
Pada kolom 6 diisi bahan dari jenis barang yang
bersangkutan.
Tahun Pembuatan/ Pembelian.
Pada kolom 7 diisi Tahun Pembuatan/Pembelian
atas barang yang bersangkutan.
Nomor Kode Barang.
Pada kolom 8 diisi Nomor Kode Barang yang
bersangkutan.
Jumlah Barang/ Register.

I rnRnrKoonott{Asrr4
I tiuor:rorrnacerrul 4l e i



Kolom 1O

Pada kolom I diisi banyak barang yang
mempunyai karakteristik yang sama jenis,
merk/model, ulmran, bahan dan tahun
pembuatan/pembelian.
Harga Beli/Perolehan.
Pada kolom 10 diisi harga
pembelian/perolehan/pengadaan barang yang
bersangkutan.
Kondisi Barang.
Pada kolom ini diisi kondisi barang, apakah baik,
Kurang Atau Rusak Berat.
Keterangan.
Pada kolom 14 diisi keterangan yang dianggap
perlu dan yang berhubungan dengan aset yang
bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus
Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah / UPTD.

Kolom 11-13 :

Kolom 14
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C. REI(APITULASI LAPORAN HASIL SENSUS

1. Berita Acara Sensus

Tim Sensus BMD l{aMpaten ttal*na

1. ....{nar*a}."....
lilP .....-."........

2. .."-{nar*a)".....

NrP ........"......_

3. ....{nama}....".

lilF ............".__

PEffi EMIHTAI{ KAtsUPATEH HATUI*A
BAT}AX PEHGELOLA I{EUAIG*H,PEHTIAPATAT{ D*ilI ASET T}AEHAH

Jahn Balu Sisir- Bu*it Arxi, Gedung D Pulau Suhi lGril
Telp. {0773} 31{45 Fs {0773) 31s45

RAI'lAl

B=R*TA ftCAH*
SE}IEUS BARAilG MILIil BAER&H

lrl0tSOR BA-....................

Pada hari "......"" hnggal "."..."... 2t]17, hertempal di lftntor ......."..0 atramat."..., karni telaYr

melalcllmn iavmhilsasiahs Barang Milil( Daemh ........{nama OPO}."..... l{abupaten Natuna, per ..."."

2017, Sengail cafiI rnembandirrytran hasil laporan Sanang Milik Daerah ."".".{nama OPD}.-.".."
lftbupalea f"lafima, dergar keadaan yarq sebenamya tli lapangan, dengan lasilseMgai berilrut:

'1. HitaiBarary Mililt Daerah Berupa "."", per."....... ?017
2" Hitai Hasil PeroEfian di l-*parryan

Seli$ih

dengan penlelasan sebagai berilatt I
TerGapat sdisih nilai sebesar Rp....""-... dikrenalen yarg tidak diternulsan di lapangan

{sesuai Lampiran BA-04} yaitu:

t.
2.

3.

Untulr selanjutrrya sebagai baglan yang fidalrterpisahlran dari Beilb Acara ini, dilampiftan :

1) Lampiran 1 : Relap*luHsiHasil lnventarEasi;

2) Lampiran 2 : RelapBluHsi Hasil [nventaris Barary sesuai KIB;

3) Lampiran 3 : Laporan l'lmil lrwenta&asi Baraq BerEbih:
4) Lampiran 4 : l-apunan Hsil lnyer*taBsasi Bararq Tidalc Dltemukan;

5) Lampiran 5 : GataHn Lainnya.

Demildanlah Berita Acara ini diillat, sebagai laporan pelaksanaan Sensss Barang Milik
Baenah pada ."...{narna OFS}...... K*bupaten Naluna. Apabila dilemulffin kesalahan diltemudiar hafi,

malqa alran dilafulmn perbailea* seilagair*ana mesffnya"

Ranai, """."".".. . "".". " ?017
Mengehilui,

Tim Pelahsana DJIB{

1. -"-.(nama)."."..

NrP ............".-.

2. ".."(nama)."..."
F{lP ,............,,-

PAftAFPTOOftDII'hASI i
.c;i*f^fit.--r



D. BERITA ACARA REKAPITULASI ASET DALAIVI KONDISI RUSAK

PE]SETIHT*H KAEUFATEH H*TUru&
BAilAH FEI{ GELffi -& I{E UA$ffiAItI, FEI'I DAFA T*I{ UA,{ ASE T DA E R*H

Jalan Hat* Sisk* Su$slfuai, G*dung S Fdau $uhi Kecil
T*lp" {t}7?3} 31445 rax {0?}3} }1545

ftAHAI

BEBITA ACARA
T}AFT&R E&RAI{G Gil}LII{ DAEfiAH AEHGA}I ITOIIT}ISN ru'SAK BERAT

HSTSOH fiA

Pada teari "..".."-" langgal --.".."--. 2017" herterxpat di tr&ntor akmat----.., kamitelah
n*slakukan invmt*ris*si atas Baramg Milik Daerah "-..-...{nama OPD}--"-"." Xabupalen Natuna, per
".-.-.201?, dengan cara men&andingkan hasillaporan Berarry lhlilik Dserah ---"..{naxna OFD}"--".".
l(ahupaten Hailrr*a, dengan headaan ya*g se&*namya di$apanga*, dar* dfiemuha* Earang Milik
Baersh dalam KondsiRusak Ewat deng*n rincian,sebagai befk{t:

Untuk sd*njutnya Barang Milik Basah dalam kondisirussk fuerat sehagaienana tersehfi
diatas drxsn&aa *ntuk #lapxkan dari daff*r barang pengguna ---"--.[**ama OPt]]-...".:

Bemiki*nlah Engit* Acara ini dib&at, sebagai kpnran @ksanaan Sensus Earang Milik
Daerat* pada -".".(r*ama OPB)..."-- K*bupaten Natuna- Apahila ditemukan ketalahan &snudian
hart" mak* akan dilakukan perbailian sebryaimana nreslinya-

Fengguna Barang
-".(n*ma OtrD}."."

r {HAtt*A}
MIP

Tlru* $ensus BMS l(ahup*ten Natuma

1. ".."{nama}-..-".
hilP ..-.."..""-."-".

2. """-{nama}....".
NtP ""....-..".."...

3. """"[nama],...""
HtP -...."-..._...."

BERAT

Stanai, ..."..-."-...."-" zCI17

Pengurus Eareng
...{nerma OPs}..-"

(iIiElUO,
il'XlP

&iengetahui.
Tlm Pelaks*na BJKH

1- "...{nama}.-"...
IqlF "..,.".-"-.."-".

2- "-.-{nama}..""..
ritP .""_..-...."..".

tlo Ftrto
Kode

Baranq
Ha*a

Baranq *,lraian
llathIa

Ferolehan Tahus

t
E.

3.

Jurntrch

F*ftAFKOORDIN



E. BERITA ACARA BMD YANG TIDAK DITEMUKAN

PEMEH.IHTAH K*BUPATEH HAruHA
BADAH FEilGE:-OLA KET AI{EAF{,trEH$APATAH BA!-l *SE? BAEftf;,{

Jalas Batu $ieir - Bukit Aral, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp" (0?73) 3144s Fax {0773} 31545

RAH*I

EEEITAACARA
IIAFTAR EAHAT{G MIL}E t}AgRAH YA'{G BBAK EXTEI{UI(AilI FISI}ffIYA

I'tsiltoR BA-..".-...*...".....

F,ada hsri iai, tsrlffifll bulaxr Tehur Dua Ribu Tujuh
Ealas, dsl*n rangSa Sensus Earang $ilik Daerah Tatrua 3S!"7 yang dilakulran pada ----{aaroa
OPDI -. -.. -.. ".bertmpat di ......-.---. "........

Eerdassrkan ftratlrran Eupatiilatr-tna Nsesr: ----..- Tahua 2O17 tentang Pttuajuk'le&nis
EaraflS llilik DaErEh di f"fu€tungar Fmeriatth Kahupaer Haturr4 sa&a:

Yaae barkada trrfiar dihawah ini :

a- Hasa
!{IF
JabaE.n
Instaasi
g€raku Pergguna BaraoglKuasa Peapguna Eerang
l{asa
$IP
Jabanan
&lgfgrrsi
SElEki Pengtrrue Bfir&$f;

c. }la.ua :

NIP : ..-------.-----

J*stan : ...-----.".,..-
Iastffrsi : -..-----.-....-
Cel€kr.r Kaprdinalor Tiu' Smsus BitrD $abusaten Nahrr:n

il[ayataka* bahsm Earcng lfilik nalsrah yaflg tersaht pads Kf,rtB Invmtaris
Buarg tidak ditrculran fisi*rrya- {setagdnf,r,a trdarpir}

Baftar sekagaiaane tedanpir talab divcriEkasi ole& Tim $ffier.rs EMD S,abupaten
Natuaa-

Sesikiaa erita Acara iai dibuat dengal sebenaraya dan disaapaikan kEpada tsupati l,Iahraa
aelalui hgalala/Pembaatu FsrgEkta Barang Milik Baer*h Kabupatea Natuna uahek
drperguflakafl sekgaimana aesiinya-
I

Ranai, ......".,...-"... 2017

Fmgguaa Euang
.."(*ama CIro)...

{llAitlAl
HIP

Tlm Sensus BillD KahWaten Natuna
1. ".."(nama)"...."

NtF _.."_."..".,.._.

2" ..."{nar*a}......
NtP ....."........".

3. ..""(nama)"..-""
NtF _."-----.."...".

PeMurus Baranq
...{nama OFO}..-.

fi*AiltAl
*lp

fi{eilgeHhuii,
Tlm Pel*ksana DJKN
1. ....(narna)."..."

NIP _..._.._._.,..-"

t. ....(nama)....".
NrP -.-.".""...._.".

r"AfrAF Kft*il{*:if"l



P EIJIERIhITAH }TABUPATEH HATUHA
BADAH FEHGELOLA KEUAI,IG*ff,PEIUDAPATA!* BAH ASET DAERAH

Jalan Balu Sisir- Bukil tuai, Mulng 0 Pulnu Subi Kecil
Telp. {0773} 31445 Fax {8773) 31545

RANAI

LAIIilPIRA}I
BARAHS iIilLIK DAERAI{ YA}IG TIDAK DITEMUKA]'I FI$IKNYA

HOtrroR BA-..._..--__-_.

Pengguna Barang
...(nama OPD)....

{HAI'IAI
HIP

Tim Sensus BMD Kabupaten Natuaa

'1. ....{nama}-"....
NrP .............-..

2" ...-(nama)"--...
NtP "..._.-.-.,.-..

3. .-..{nama}--,..-
NIP .-.-.-.....-.-".

H,anai, ...,...".-...-.-" 201 7

Pengurus Sarang
...(nama OPD)....

{FIAMAI
HIP

Mengetahui,
Tim Pelaksana DJKN

1" .,..{nama}-,-.-.
t*lP ".._..."....."."

2. ."..{nama}..."..
NtP ,-..."..".....-

Datar Barang Milik Daereh yang Tidak Ditamu*an Fisiknya sesuai dengan Be*h Acara

i FAF{.,4FKS0ft&lFlA$i
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F. FORM PENDUKUNG PENILAIAN ASET TEMUAN BARU

U TANAII

Halaman Judul

ilffiLrmx

T]fiII SED*Ii{E E&RASSE G#*t*I{ T}AERAH

.-"-......Frrt*ilA gPE,-.,.".....

I{AB$FATE&* :BlATt}ttlA

FITAI'IA GS*EI( TABIAT{

Iiq}TilBfl Tfi17

PARAFKOORSIN



Kerths KerJa Sunrei

IffiARTEIfiEII I{E$A}IGAH ffiPUELlK ffi}O}ff 5*A

tlrffi{roH*T Jffil}EftAt lH{AYs*fl flrffiA

HEHTAS KERJ& SHRUEI I.&F*!*G*H

kfur$i6kasiTm*tt

e lti*rne Shi*k :

h Akmd0hiek :

* Luas Shlek :

d Pefl,I#lktr?S*l*m :

f Pengusaa 5a* kd :

g $akumea Kepemilikw :

h Latu-{ain

FisikTm*r
&nhrkTsr$*r

Ks*urTmafi
ElsmsiTa;t*l
*enislar#t
fu*s6**sTandt

Lo&asiT*rdr

il*egoliKa$mffi

sJP Isnan !u+n+an

Isese*pd
Io**
1---J

I llebih ting$

EM*ng
[Itar*

Sdatan 
-

'lirnur

BHd

Ke*manffr* dan Kdglihal
I{+ans*efl dsi hay
F*silit*s scsid

Fasiltas Hretm

AksGs{t{litas

- Aksesj&*
- K*np;#ts*&*ghms*

- Laiatain

Init*
|--.|s*s*t brk

l-lsanEa uair

[-lPendditanl_J

[__] Listrik

[sargsbaik
l_lsa,6 urit

[lxu**,t-J
I lCukup I lKurarryt--J I t-I

J lCukup I lt<wa*g
[--]t<esenaan lltuaart_J t-J
llcas lJsdran Limbdr

Iaa*1--r

l__le,it

Ix.**u
In**

3 KdcraqmTembahan

T*rtsgd P€{Eksffiaafl S,rtei

P*qnsSunm{

FTcR,qFKOORB



Form 1

FEII,I ERI HTAH Iffi BUPATEH HATUfiIA

HlHI[te*E txlxtlrsErll P€!*tHfflffirc
I$ea-f,ilfiffi 3Am*ffi6 kffitt f}fiE***r

FBRITil

TA*IAil
EI

I ElEEWIr,fi,S SrcB f$ftffil$#t SnfiAilffi'

$I{FB

I f;LfieilAr$ff$*

JAt-AH

f;EtrrRAH*sr/ DBA

XECAM,ITA{{

XAB{JFAIEFI

]T ffiHtril}l$Amilf,'86*

HAltSA

pArffi,ilTlcoL

HIF

* EFffiUnflEBn*f;ffi

HAh}A

p*filGtilTlcoL

HIF

5 SffiilTtffiS ffiEX WII Yfir*6 DIIIA.IA

&&RAH6 SIJOAFI BICATAT OI KIE' [le*u*
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